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P E R A T U R A N  W ALIKOTA B A L IK PA PA N

Nomor : 01  TAHUN 2 0 1 0

T e n t a n g

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU NON PNS 
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

W A L I K O T A  B A L I K P A P A N ,

Menimbang

Mengingat

a. bahw a dalam  rangka m eningkatkan m utu , prestasi kerja 
serta  u n tu k  mencapai daya guna dan hasil guna yang 
sebenar-benarnya, m aka dipandang perlu m emberikan 
Tam bahan Penghasilan bagi G uru Non PNS, di lingkungan 
Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;

b. bahw a u n tu k  m aksud tersebut di a tas, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
U ndang-undang D arurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pem bentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tam bahan 
Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, 
Tam bahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaim ana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 169, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 
3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
75, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4310):

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
78, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4355);
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
125, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaim ana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 
59, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perim bangan Keuangan A ntara Pem erintah Pusat dan 
Pem erintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang G uru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4586);

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 30 T ahun 1980 tentang 
Peraturan  Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 1980 Nomor 50, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 
3176);

11. Peraturan  Pem erintah Nomor 28 T ahun 1990 tentang 
Pendidikan D asar (Lembaran D aerah T ahun 1990 Nomor 36, 
Tam bahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaim ana 
telah diubah dengan Peraturan Pem erintah Nomor 55 Tahun 
1998 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pem erintah Nomor
28 Tahun 1990 tentang Pendidikan D asar (Lembaran Negara 
Tahun 1998 Nomor 90, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 
3763);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 
37, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaim ana 
telah diubah dengan Peraturan Pem erintah Nomor 56 tahun  
1998 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pem erintah Nomor
29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran 
Negara Tahun 1998 Nomor 91,Tam bahan Lembaran Negara 
Nomor 3764);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pem bantuan 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tam bahan 
Lembaran Negara Nomor 4023);

14. Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 41, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4496);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan D aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan  Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4941);

17. Peraturan  Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
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M emperhatikan :

M enetapkan

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/M adrasah;

19. Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 
2007 tentang S tandar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 
Guru;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 
2009 tentang Pem enuhan Beban Kerja G uru dan Pengawas 
Satuan  Pendidikan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah.

1. Nota Kesepahaman G ubem ur dan B upati/ Walikota 
Nomor: 119/293/BKPW .A/2009; 180 /0 2  /MOU /H K / III/ 
2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Penyelenggaraan dan 
penun tasan  wajar 12 tahun , peningkatan kesejahteraan 
pendidik, ban tuan  operasional sekolah, peningkatan 
kualifikasi pendidikan guru dan pengem bangan sekolah 
unggulan.

2. Peraturan G ubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 
2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan 
Perbaikan Penghasilan G uru Se Kalimantan Timur Tanggal 
28 September 2009.

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI GURU NON PNS DI LINGKUNGAN DINAS 
PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dim aksud dengan :

1. Pem erintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pem erintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.

3. Kota adalah Kota Balikpapan.

4. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

6. Sekolah adalah Sekolah D asar (SD), Sekolah Menengah Pertam a 
(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah 
K ejuruan (SMK).

7. M adrasah adalah M adrasah Ibtidaiyah (MI), M adrasah 
Tsanawiyah (MTs) dan M adrasah Aliyah (MA).

8. Pendidik adalah G uru PNS, CPNS dan Non PNS yang bertugas / 
m engajar pada TK,SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan SLB 
yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
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9. G uru Non PNS adalah pendidik profesional dengan tugas u tam a 
m endidik mengajar, membimbing, m engarahkan, melatih, menilai 
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak  usia  dini 
pada ja lu r pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 
m enengah yang memilki s tandar kompetensi, kualifikasi, dan 
beban mengajar seperti yang dipersyaratkan dalam  peraturan  
perundang-undangan.

10. G uru Tenaga B antuan adalah guru non PNS yang diangkat oleh 
Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan Dokumen K ebutuhan 
G uru (DKG) yang dibiayai dari dana APBD Kota Balikpapan dan 
bertugas di Sekolah Negeri di lingkungan Pem erintah Kota 
Balikpapan.

11. G uru Honorer adalah guru non PNS yang diangkat oleh Sekolah 
berdasarkan  ketentuan  yang m engatur tentang pengangkatan 
tenaga honorer sekolah yang bertugas di Sekolah Negeri.

12. G uru Non PNS pada Sekolah/M adrasah Sw asta adalah guru non 
PNS yang diangkat sebagai pendidik di sekolah sw asta yang 
dikelola oleh sebuah yayasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN 

P a sa l2

(1) Peraturan  Walikota ini dim aksudkan sebagai ketentuan  dalam 
pem berian tam bahan penghasilan terhadap guru non PNS di 
lingkungan Dinas Pendidikan.

(2) Tujuannya adalah:
a. U ntuk m eningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan di 

Kota Balikpapan;
b. U ntuk pem erataan dan perluasan  akses pendidikan di Kota 

Balikpapan.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN 

P a sa l3

(1) Tam bahan penghasilan setiap bulan diberikan kepada guru non 
PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

(2) Tam bahan Penghasilan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
Pasal ini adalah sebagai berikut :
a. dibayarkan setiap bulan yang dananya berasal dari APBD Kota 

Balikpapan;
b. dibayarkan pem bayaran sekaligus setiap 6 bulan setelah 

selesai dilakukannya validasi da ta  yang dananya berasal dari 
subsidi Provinsi Kalimantan Timur.

(3) Tam bahan penghasilan sebagaim ana dim aksud ayat (1) 
berdasarkan  pada fungsi yang dimiliki m asing-m asing guru non 
PNS.

(4) Tam bahan penghasilan sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) 
h u ru f b diberikan kepada guru non PNS yang telah mem enuhi 
syarat teknis yang ditetapkan dengan P eraturan  G ubem ur 
Kalim antan Timur.
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BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

P a s a l4

(1) B esaran tam bahan penghasilan bagi guru non PNS sebagaim ana 
dim aksud dalam  Pasal 3 adalah bersum ber dari APBD Kota 
Balikpapan dan APBD Provinsi Kalim antan Timur.

(2) B esaran tam bahan  penghasilan guru non PNS sebagaim ana 
dim aksud dalam  Pasal 3 tercantum  dalam  Lampiran Peraturan 
Walikota ini.

Pasal 5

Tam bahan Penghasilan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal (3) tidak
dibayarkan kepada guru, karena :
a. ijin m elaksanakan ibadah haji;
b. ijin sakit sesuai dengan keterangan dokter yang melebihi batas 

w aktu 1 (satu) bulan;
c. ijin belajar dengan meninggalkan tugas;
d. diberhentikan sebagai guru.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP 

P a s a l6

Peraturan  Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat m engetahuinya m em erintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan m enem patkannya dalam 

Berita D aerah Kota Balikpapan.

D itetapkan di : Balikpapan 
Pada tanggal : 06 Jan u a ri 2010

WALIKOTA BALIKPAPAN

C ap/T td

H. IMDAAD HAMID,S.E.

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 01 
SERI A NOMOR 01 Tanggal 11 Januari 2010



L a m p ira n  : P e ra tu ra n  W a lik o ta  B a likpapan  

N o m o r : 01 T a h u n  2010 

T a n g g a l : 06 J a n u a ri 2010

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU NON PNS 

Dl LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

NO. KUALIFIKASIJABATAN
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

APBD KOTA APBD PROVINSI

1 G uru  T e n a g a  B an tuan  yang  d ia n g k a t o le h  D inas P end id ikan Rp 7 0 0 ,0 0 0 .0 0 Rp 3 0 0 ,0 0 0 .0 0

2 G uru  H o n o re r yang  d ia n g k a t o le h  K e p a la  S eko la h  N egeri Rp 7 0 0 ,0 0 0 .0 0 Rp 3 0 0 ,0 0 0 .0 0

3 G uru  N on P N S  pada  S e k o la h /M a d ra s a h  S w a s ta Rp 7 0 0 ,0 0 0 .0 0 Rp 3 0 0 ,0 0 0 .0 0

WALIKOTA BALIKPAPAN

C a p /T td

H. IMDAAD HAMID. S.E.

SEKRETARIS D KOTA BALIKPAPAN

•EMBIN^UTAMA MUDA 

IP. 1 9 5 7 0 2 1 4  1 9 8 4 0 3  1 00 5

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2 0 1 0  NOMOR 01  
SERI A NOMOR 01  TANGGAL 11 JANUARI 2 0 1 0


